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DITENGGAT 14 HARI, INSPEKTORAT INSTRUKSIKAN OPD TINDAKLANJUTI 

REKOMENDASI BPK 
 

 

Sumber Gambar: https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-

inspektorat-instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk#google_vignette 

 

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Kepala Inspektorat Kota Jambi, Desyanti, 

mengumumkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 

Pemerintah Kota Jambi memiliki tenggat waktu 14 hari untuk menindaklanjuti semua 

rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

RI. Instruksi ini dikeluarkan oleh Pj Walikota Jambi pada 30 Agustus 2024, mencakup 

temuan-temuan baru dan lama. 

Desyanti menekankan pentingnya kepatuhan terhadap instruksi tersebut. “Para 

perangkat daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi 

catatan dan temuan dari LHP BPK. Hal ini penting untuk memastikan implementasi 

rekomendasi yang baik guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan di Pemkot Jambi,” katanya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan 

keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu untuk memberikan perbaikan berkelanjutan pada 

program-program pemerintah. 

Untuk mendukung OPD dalam menindaklanjuti temuan BPK, Inspektorat Kota 

Jambi membuka ruang konsultasi. Langkah ini diambil mengingat beberapa OPD 

mengalami kendala seperti perubahan nomenklatur atau personel yang sudah tidak ada. 

“Kami menyediakan konsultasi untuk membantu OPD yang menghadapi kesulitan 

dalam menindaklanjuti rekomendasi,”jelas Desyanti. 

https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-inspektorat-instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk#google_vignette
https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-inspektorat-instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk#google_vignette
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Inspektorat juga melakukan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP). “Kami ingin memastikan tim APIP memiliki pemahaman yang 

sama dalam mengatasi rekomendasi BPK. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan 

mempercepat proses penyelesaian,” tambahnya. 

Instruksi Walikota Jambi menegaskan bahwa semua OPD harus menindaklanjuti 

saran dan rekomendasi BPK dengan data akurat dan terus berkoordinasi dengan 

Inspektorat. Langkah ini bertujuan memastikan penyelesaian temuan BPK dilakukan 

secara efektif dan efisien serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja 

pemerintah daerah. 

Dengan adanya instruksi ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan implementasi 

program pemerintah di Kota Jambi dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat 

maksimal bagi masyarakat. 

 

Sumber Berita: 

1. Jambi Ekspress, Instruksikan OPD Tindaklanjuti Rekomendasi BPK , Rabu, 4 

September 2024. 

2. https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-inspektorat-

instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk, Ditenggat 14 Hari, Inspektorat 

Instruksikan OPD Tindaklanjuti Rekomendasi BPK, Selasa, 3 September 2024. 

 

Catatan: 

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa 

Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan 

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil 

pemeriksaan sebagai keputusan BPK (Pasal 1 angka 3). 

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, 

yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan 

tindakan dan/atau perbaikan (Pasal 1 angka 4). 

https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-inspektorat-instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk
https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11989/ditenggat-14-hari-inspektorat-instruksikan-opd-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk
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Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 

disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh 

BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat (Pasal 1 

angka 5). 

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa: 

1. Pasal 2 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk 

memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan 

kewenangannya. 

2. Pasal 2 ayat 2, Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan. 

Selanjutnya diatur terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK yaitu: 

1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan 

setelah hasil pemeriksaan diterima. 

2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan 

dokumen pendukung. 

3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan 

kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan 

diterima. 

Berdasarkan keterangan pada, 

1. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka 

pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen 

yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan 

intern.  

2. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima. 

 

Selanjutnya; 

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib 

memberikan alasan yang sah. 

2. Pasal 5 ayat (2), Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
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a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana 

alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak 

lanjut tidak dapat dilaksanakan;  

b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;  

c. menjadi tersangka dan ditahan;  

d. menjadi terpidana; atau  

e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pasal 5 ayat (3), Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 

pemeriksaan. 

4. Pasal 4 ayat (4), Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, 

BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. 

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang pemantauan pelaksanaan 

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yaitu: 

1. Pasal 6 ayat (1), BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat 

untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi 

BPK. 

2. Pasal 6 ayat (2), Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari. 

3. Pasal 6 ayat (3), Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

BPK dapat: 

a. meminta klasifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat; 

b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau 

c. melakukan prosedur penelaahan lainnya. 

4. Pasal 6 ayat (4), Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 

b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 

c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau 

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

5. Pasal 6 ayat (5), Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan. 

 

Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (4) sebagai berikut:  



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi/FYS 
 5 

 

a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK 

telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat; 

b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut 

rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti 

tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;  

c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum 

ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan 

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat 

ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan 

profesional BPK (Pasal 7). 

 

Selanjutnya, 

1. Pasal 8 ayat (1), Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan 

rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan 

Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang. 

2. Pasal 8 ayat (2), Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti 

rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan 

rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa: 

1. Pasal 9 ayat (1), Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum 

sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib 

melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

penetapan status diterima entitas. 

2. Pasal 9 ayat (2), Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum 

ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. 

Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana (Pasal 10). 

Disclaimer:  

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum 

dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan 

pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi. 


